WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK
PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

Menimbang

Mengingat

ca.

1.

KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dengan adanya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi di
Kota Blitar, maka diperlukan suatu permodalan koperasi yang

sehat ;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan pendapatan wusaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi di Kota Blitar perlu didukung fasilitasi perkuatan
permodalan melalui dana bergulir guna meningkatkan

kemampuan berproduksi dan pengembangan pemasaran ;

. bahwa besaran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan

permodalan bagi koperasi di Kota Blitar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan
Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang

ada sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka dipandang perlu merubah
Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan
Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur/Tengah /Barat ;



10.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang — undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866) ;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Blitar ;



Menetapkan

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,

Menengah Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PERKUATAN
PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BLITAR.

Pasal I
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir
Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar
Tahun 2010 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5
(1) Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan
bagi koperasi paling banyak sejumlah Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Blitar.

ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2013
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto



